BUPATI NATUNA

\

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWATI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

Menimbang : a  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan perjalanan
dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam
pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 6
Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3968);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lemabran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);



()

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
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Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 serta terakhir
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




Menetapkan

——

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah
dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK .05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai
Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN
2010 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWALI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas
dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan
Dalam Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan
oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas dinas
antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan atau ke luar daerah

Provinsi
Indonesia.

Kepulauan Riau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
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¢. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta
anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar
negeri.

d. Perjalanan Dinas Jabatan adalah adalah perjalan dinas untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Natuna, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju
dan kembali lagi ketempat kedudukan.

e. Pejabat yang berwenang memberikan perintah adalah pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah
Tugas yang diatur dalam peraturan ini.

f. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

g Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat
perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
untuk melaksanakan perjalanan dinas.

h. Uang Representatif adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan
dinas kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil
Esselon II.

Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi
lokal;
b. Biaya Transportasi
c. Biaya Penginapan
d. Uang Representatif
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 5
(lima) tingkat, yaitu :
a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Pimpinan DPRD);

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota Dewan;
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan 1V

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;

e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Jumlah biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Natuna tahun
anggaran berjalan;

b. Fasilitas Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Ketentuan Pasal 8 dirubah dan menjadi ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) dan ayat
(3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representatif dalam rangka
perjalanan dinas jabatan dibayarkan dalam satu jumlah lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sesuai dengan banyak hari perjalanan dinas.

(2) Uang Transportasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan menurut
biaya sebenarnya (At Cost), dan tidak melebihi batas tertinggi yang ditetapkan
dalam Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Natuna.
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(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibayarkan berdasarkan perhitungan SPPD rampung yang telah diverifikasi
oleh Bendahara Pengeluaran,

Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10 ayat (6) dirubah sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberi perintah dan menandatangani Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

(1) Bupati Natuna untuk :

a. Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna

¢. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Inspektur/Sekretaris Dewan
d. Para Camat se Kabupaten Natuna

(2) Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna atau pejabat yang ditunjuk untuk para
pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pegawai bawahannya dalam
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(5) Camat untuk pegawai bawahannya dan Lurah dalam lingkungan kecamatan
bersangkutan.

(6) Dalam hal pejabat yang berwenang yang dimaksud berhalangan maka Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang dibawahnya.

(7) Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut
merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang
bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dirubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat rangkap 4 (empat).

(2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas,
Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil
tercantum dalam lampiran I, IT, I, V dan VI Peraturan Bupati Natuna ini.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dirubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pejabat yang
Berwenang,

(2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan
kerja berkenaan.

(3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang
berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan
kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.

(4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan
tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.




(5) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk
hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang, dan lamanya
perjalanan.

6. Ketentuan Pasal 13 dirubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap wajib membawa
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas yang telah
ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.

7. Ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d dirubah schingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana discbut pada pasal
18 terdiri dari :

Surat Perintah Tugas (SPT);

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Laporan Perjalanan Dinas:

Bukti biaya transportasi ke dan dari tempat tujuan perjalanan dinas berupa
Tiket dan Boarding Pass (untuk pesawat udara)

e gp

8. Setelah Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni 23A yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 23A

Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2011.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

~— BUPATI NAAUN

RAJA AMIRULLAH
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal. 2 Desember 2010

PLH. SEKRETARIS DAERA.H}‘_

Drs. H. KAMARUDDIN, M.Si
Pembina Tk. |
NIP. 19600701 198008 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2010 NOMOR 131



: PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor :21 Tahun 2010

Tanggal : 2 Desember 2010

LAMPIRAN 1

KOP SATUAN KERJA

-------------------------------------------

...........................................

------------------------------------------

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah
2. Nama Pegawai yang dperintah
3. a. Jabatan, Pangkat dan Golongan menurut | a.
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan b.
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat angkut yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali
8. Pengikut
9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Mata Anggaran b.
10. Keterangan lain-lain

*) Halaman Depan

Dikeluarkan di ........ccoeevvnevnenee.
Pada tanggal .........ccocvevniecncenane

Pejabat Yang Berwenang

Nama
NIP. .oevririiriernreircnncnceres




SPPD No. D eeeeererreevrsevrerserasantsasnans

Berangkat dari

(tempat kedudukan) D iirecrestresssresenrennsansrannes
Pada tanggal D reeesentesnsensroesaesseannoaarans
Ke D ettrtrirseseassesasesrerraensases

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama
II. Tiba di D eetieteiieieaserereeesietoterestaseansransans Berangkat dari : ......ccoecivenrrenrnninininin,
Pada tanggal : .....ccciceiimimcmicrnecmncnrierineennans Ke D eetereeteerereerecreseeseeresensearesrens
Pada Tanggal : .....cccmvimiiiiiincinnnecn.
Pejabat yang dituju Pejabat yang dituju
Nama Nama
III. Tiba di L eteressrieesrastresaresrasstanssanssrassanes Berangkat dari : .....ccooveeiiiiiiiiiiniiecne
. Pada tanggal : ......cccoceermeernrenrmenrresresinecnsennsens Ke D hiieereetecssseriicanssnieessiareecsrstans
v Pada Tanggal : .....ccccoeeeminveinninnmnerenenneninne
Pejabat yang dituju Pejabat yang dituju
Nama Nama
IV. Tiba di D ereesresreserrsrnsensreasnesresensensennaenne Berangkat dari : .....ccoeeverirreninenrnnrnennceniinn
Pada tanggal : ....ccoovvviiiiiminiicimerienresieennenn. Ke D ireeresersensernesererensarseesenssenseans
Pada Tanggal @ ...
Pejabat yang dituju Pejabat yang dituju
Nama Nama
| V. Tibakembalidi : .cccceiiimiiiiineinieieceenceennnn.
u Pada tanggal D iraereeseesira st sesasansesseas
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.
Pejabat Yang Berwenang
Nama Pejabat
VI. CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Daerah mendapat rugi akibat
kesalahan, kealpaannya.
*) Halaman Belakang

Bupati Natuna
dto
RAJA AMIRULLAH




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 21 Tahun 2010

Tanggal : 2 Desember 2010

KOP SATUAN KERJA
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOT : ..ccvvvvirieriosinssnsaens
Dasar D iteneenieaee et st e s b s e e s a e e R e e Rt s Rt e s R st e Rt e b et shesan et e sa e na e e nneenene
MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1.Nama D rernreenessesnnesasesnssnsasassnssesssasastesteserasaraserase

Pangkat/Golongan ...

NIP D reteererteeesreseeseasestatestaseateaesaasestessasessessaseses

Jabatan T reesiestesssissseossuesnissurestsesusesatesstsessasaners

2.Nama D erressiessssssssesissntsasbssnssbsstserterserssRsertsasasbenas

Pangkat/Golongan  : .....cooecicinnnccereencennnennsaesrenssaesaeensone

NIP D rerseetiesiesisstaerisisstssssiostesesaisssrssssessassntane

Jabatan D eereserseeateseasseasestasetetasasesenassarsanasesnastases
dst *)

Untuk L st se st e st e s s ns e s sens e s te s essaesas s et s

2. ettt ee et ae s as e e arsen e eesae e anase e ese st asaase st e e a e naaenanenrasentans

3 ettt sns s s as s sessae e ae b aesaesEennsaasnsse s nsanentens

Dikeluarkan di .........cccoouenu....
pada tanggal
Pejabat Yang Berwenang

Nama
NIP.

*) disesuaikan

Bupati Natuna
dto

RAJA AMIRULLAH




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 21 Tahun 2010
Tanggal : 2 Desember 2010

BUPATI NATUNA
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOT © ..cvvivereerreesnisnnrnas
Dasar L s ettt s sassansas s eesresnsase seasassesaesssassnessssasneans
MEMERINTAHKAN :

Kepada 1. Nama D treetssteree et s st se s s asestessssassbassseasoses
Pangkat/Golongan ...t eeetesane e eaees
NIP D rseiesnesaresresstsesssatssrsaorbtesatssrsssstssntoses
Jabatan D teesressneaissasisnenessssaassanssssrasrsssresasssatsnasats
2. Nama D retreriseeneesiee s st e e sesssesssssenssesaeersessase
Pangkat/Golongan  : ......cceevierienincerieesee e esesersassnsessenes
NIP D erreesessesensstsessessnesensonsanessensissnsaessantseertsae
Jabatan D eeererereerteenresnrsaresassneeneestasseeneestesseesnsanarsaes

dst *)
Untuk L ettt et e e s e e st e es e e sne e e n e asnesaasnessasaesnesannasas
2 sttt b e R s st a s e s RS es e e e R e b e b A0S HS RO A SRS A SRS SO SRS b e 000
Bt rrtreesiese s ns et ns s arae e as e se e seasesta e asesnassnasasenesnrane

Dikeluarkan di .........occcrennees
pada tanggal
BUPATI NATUNA
NAMA

*) disesuaikan

Jalan Batu Sisir — Bukit Arai Kode Pos 29783 Kabupaten Natuna
(i) Y > S Fax. (0773) veeovreerseeene

Bupati Natuna
dto

RAJA AMIRULLAH




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 21 Tahun 2010

Tanggal : 2 Desember 2010

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI

TINGKAT MODA TRANSPORTASI
ABAT/PEGA PERJALANAN
NO | FEJABAT/PEGAWAL DINAS PESAWAT | KAPAL | yappy | LAINNYA
UDARA LAUT
1 2 3 4 S5 6 7
1 Bupati, Wakil Bupati A Sesuai Kelas I Sesuai Sesuai
* | dan Pimpinan DPRD SHS SHS SHS
9 Anggota DPRD dan B Sesuai Kelas 1 Sesuai Sesuai
Eselon II SHS a SHS SHS
Sesuai Sesuai Sesuai
3. | Eselon III/Golongan IV C SHS Kelas II SHS SHS
Sesuai Sesuai Sesuai
- 4. | Eselon IV/Golongan III D SHS Kelas II SHS SHS
‘ P Sesuai Sesuai Sesuai
\/ 5. | PNS Golongan Il dan I E SHS Kelas II SHS SHS
* SHS = Standar Harga Satuan
Bupati Natuna
dto
RAJA AMIRULLAH




L I18eylUBA UBIBIED : ueuensy ueeyesnejeusgd teqelbd uBEIe)

[y uerenppduad Jeljeq = 44q »

....................................... .mgm Tawiay sHweAog

equisy ueduap

edwes vereyduesaqey Lep e SNEWSSIS P uElunIg
eieoes umpndwrenp 3 j@Ectp Jede Iseuodsueil BYRg -9
‘nnyep ygsA deyduspp sede wessy 1eqefad wep
yesafuad uen; Sues swany/ming yrunpes
xo-dyL / ueauoo yedepaan yepry,

*sepef spnus exqsue uep jnunyy werep yerdns yefunp
'se1af sinues) dues euususd eurey

-sepsf snuey ewuauad deos uep uelum epuey

I I

Bl

............................... dIN et TN
A ................................... u A .................................
:ﬁ.::vwr_v& eleyepusty njuequag Eﬂﬂ—v&:&& rleyepuagq
: JOYEeNYLIOA
...................................... .—g—ﬂm
] ] ] A« .......................... \mmﬁsmb—v* \wmﬂ d g \aovﬂ 1
1 [ ] Ac .......................... \mm—hsm.b—vw \wmﬁ d ‘g \vaﬁ L
] | ] A¢ .......................... \_mﬂdambvv— \wmw d € \“—0&_ L
" [ ] A_._......:.:...........J...\mmﬂsmb—vm\wwﬁn— .m\dvvﬁ,r
1 | ] AC .......................... \.nmgmbfv— \meﬂm .m— \n—oum.m ._.
" B ] Ac .......................... \.-mﬁsmbe.‘ \wwﬁﬂn ‘g \uOv—_ L
] ” = aa .......................... \_mg—bwv— \wwwn— E- | \HO&._ L
1 7 aa .......................... \.—mﬂma_bav— \wmﬁm s \ﬂ@é
H H ” Ac .......................... \um—..—s— N \wwwn— d \wnvvﬂ L
Aﬂ .......................... \mﬂgg_bvx\mw.ﬂnm .m\dvv—.;
1 1 [ e “fisuenay /ssed € /1911
] | [ sueian/ssed ‘g/19ML
1 1 [ b suenay /ssed ‘g/191L
1 1 = W *fisueisy /ssed g/
1 L] & " fisumiay /ssed d/19M1L

..................................................................................

...........

(350D 3v¥) jtodsuery g

................................... . Eaﬂ-—a css&o ﬁ“&gs a:vﬂv Mga“m
: [eddue) Temp
.................. n“ sseenmsaanananmnatoentn az —mmw Mgwcm- tevvrevenansretbiies QN— @ E—E reeedsae H H—guces _-Hg “as
ferepn) xe1od 0y J uedeu@unag g
: (exepq) sed surpreog -2
¢ (erepn/ine]/iereq) 19l P
: seumq ueueeliag werode] o [eduey uedusp redmweg
se¥nplemsg -°q : [eddue) remp
u::&amm anmm aﬂ.—W@> @ rreeeeecesceriiesa nm ....................... nm Awmm m.ﬂ-.-momw ................... Qm @ mg ........ . :E%_ﬂ—om E waﬁ\—
«~Ada AL vav  uaumoq weprel Juep °1
NVONVATH NVIOVE 908 HATO ISVIIIRIAA ‘9 NVIAMODNYSNIE DNVA IVAVDED LOYANTN SYNIQ NVNVIVOIEd VAVIE 'V
X P T T T L ey Ty p Ty YT N g p————— =3
: NV : dIN
¢ ddds TVOONVL %8 JOWON IVAVDEd VIIVN

010C 1Bquesag ¢ ©  unyel
olozunysy, 1z :  JowWoN

SVNIA NVNVIVIU3Ed VAVIE DNAdNVAE NVONNLIHYAd

A oooooooooooooooooooooo adjis eureN %‘ ISTI(Q *ororoererereseseeeee U
VNNLVN NILVdNEVI HVINRIANAd

VNILLVN 1LVdNE NVINLVIEd : A NVAIdAV]

—— s 1



/\J

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 21 Tahun 2010
Tahun : 2 Desember 2010

KOP SATUAN KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. ....... /SPPD/tahun ..........
tanggal ....c.coermueennnenee , dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi :

No I Uraian Jumiah (Rp)

JUMLAH (Rp)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebjhan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Daerah. :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ranal, ...covecrvicrererssrnistoncrsssinonenes
Mengetahui : Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang melakukan perjalanan dinas,
((eevererererroerensrarenerssereranosnnnans ) ((vverererorsessnrnrnnnaesonsasssansnnearans )
NIP. «eretiierreersrrresssisrsnonessnesens NIP. cverrerecrerereresransesanessssenses

Bupati Natuna

dto

RAJA AMIRULLAH



